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ABSTRACT 

 

 

The search material was entitled "Legal Protection of Banks in 

Implementing Tax Amnesty for Taxpayers Who Commit Money Laundering", by 

discussing the issue of how the form of bank legal responsibility for the 

implementation of tax amnesty on taxpayers who commit money laundering and 

how is legal protection against banks in the implementation of tax amnesty on 

taxpayers who commit money laundering.  

Research Methods used in this paper uses research methods that are 

research Normative Juridical literature, namely research on the laws and 

regulations-legislation and literature relating to the material discussed. 

Based on ther results of the study’s, obtained a conclusion as follows: Form 

of bank legal responsibility for the implementation of tax amnesty on taxpayers 

who commit money laundering, can be explained that although in the tax amnesty 

law there is a ban on bank perception to inform individual taxpayers who commit 

money laundering, that the bank provides information about the financial 

condition of the taxpayer stored in the bank's perception in accordance with the 

provisions in article 41 paragraph (1) of the Banking Law that "For tax purposes, 

the Chairman of Bank Indonesia at the request of the Minister Finance has the 

authority to issue a written order to the bank to provide information and show 

written evidence as well as letters regarding the financial condition of certain 

depositors to the tax official ", then the bank's perception of responsibility free 

from both criminal demands, civil and administrative. Legal protection for banks 

in the implementation of tax amnesty on taxpayers who commit money laundering, 

that money laundering is related to taxation, if the bank avoids giving information 

about the financial condition of taxpayers who pay taxes after the penalty is 

written off based on article 21 paragraph (2) and paragraph (3) of the Tax 

Amnesty Act, the bank's actions contravene the provisions of article 41 and article 

42 of the Banking Law, therefore the perception bank should provide information 

or information about the finances of the taxpayer, the information given for the 

tax audit and criminal cases in accordance with legislation so that banks will 

obtain legal protection. 

 

Keywords: Legal Protection, Banks, Tax Amnesty, Money Laundering 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

ABSTRAK 

 

 

Materi penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam 

Pelaksanaan Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak 

Pidana Pencucian Uang”, dengan membahas permasalahan bagaimana bentuk 

tanggung jawab hukum bank terhadap pelaksanaan pengampunan pajak atas wajib 

pajak yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana perlindungan 

hukum terhadap bank dalam pelaksanaan pengampunan pajak atas wajib pajak 

yang melakukan tindak pidana pencucian uang.  

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode 

penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu 

penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan 

dengan materi yang dibahas. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: 

Bentuk tanggung jawab hukum bank terhadap pelaksanaan pengampunan pajak 

atas wajib pajak yang melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dijelaskan 

bahwa meskipun dalam UU Pengampunan Pajak ada larangan bank persepsi 

untuk menginformasikan wajib pajak perorangan yang melakukan tindak pidana 

pencucian uang, bahwa bank selama memberikan informasi tentang kondisi 

keuangan wajib pajak yang terdimpan pada bank persepsi tersebut sesuai dengan 

ketentuan dalam pasal 41 ayat (1) UU Perbankan bahwa “Untuk kepentingan 

perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan 

berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan 

keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai 

keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”, maka bank 

persepsi bebas tanggung jawab dari tuntutan baik pidana, perdata maupun 

administrasi. Perlindungan hukum terhadap bank dalam pelaksanaan 

pengampunan pajak atas wajib pajak yang melakukan tindak pidana pencucian 

uang, bahwa tindak pidana pencucian uang di antaranya terkait dengan 

perpajakan, apabila bank mengelak untuk memberikan informasi mengenai 

keadaan keuangan para wajib pajak yang membayar pajak setelah denda 

dihapuskan didasarkan atas pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) UU Pengampunan 

Pajak, tindakan bank tersebut bertentangan ketentuan pasal 41 dan pasal 42 UU 

Perbankan, oleh karena itu seharusnya bank persepsi memberikan keterangan atau 

informasi tentang keuangan dari wajib pajak, keterangan yang diberikan guna 

pemeriksaan pajak dan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan sehingga bank akan memperoleh perlindungan hukum. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bank, Pengampunan Pajak, Tindak Pidana 

Pencucian Uang 
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